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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Pancasila yang berpedoman kepada UUD 1945 yang di 

dalamnya menyampaikan wajib untuk memberikan suatu perlindungan 

terhadap setiap warga negara Indonesia baik orang dewasa juga anak pada 

khususnya ialah kenal dengan sebutan Indonesia. Pengertian Anak ditinjau 

dari etimologi memiliki arti bahwa manusia yang masih kecil (belum 

dewasa). Anak ialah sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dengan 

terdapat hak didalamnya mendapat bimbingan dari kecil hingga dewasa, 

tumbuh dan berkembang, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan.1  

Secara yuridis anak ialah seseorang yang belum dewasa (person 

under age), orang yang di bawah umur (minderjarigheid atau inferiority), 

serta dapat dikenal dengan anak yang di bawah pengawasan wali 

(minderjarige onvervoodij). Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli R.A. 

Kosnan2, bahwa “Anak-anak ialah insan muda dalam umur belia dalam jiwa 

dan perjalanan hidupnya sebab mudah terpengaruh akan keadaan 

sekitarnya”. Dalam hal ini memiliki arti bahwa “anak merupakan seorang 

manusia yang sering sekali dirugikan karena paling lemah dan rentan, di 

usianya yang masih belia membuat mereka tidak belum berani 

 
1 Irma Cahyaningtyas, 2015, Pembinaan anak pidana di Lembaga pembinaan khusus 

anak dalam persfektif restorative justice, Notarius, Vol. 8, No. 2, hlm 342, https://ejournal.undip.a

c.id/index.php/notarius/article/view/10355, diakses pada 30 Juli 2022 pukul 19.30 WIB. 
2 R.A. Kosnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung: Sumur, 

hlm 113. 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10355
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10355
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menyampaikan hak bersuara, dan bahkan di dunia sekarang anak sering 

sekali menjadi korban kekerasan serta hak-haknya yang dilanggar”.3 

Di Indonesia terdapat berbagai pengertian anak mulai dari menurut 

Para Ahli sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di 

Indonesia. Menurut Para Ahli dan Undang-Undang pengertian anak 

masing-masing memiliki perbedaan baik dari latar belakang maupun 

tujuannya. Terdapat beberapa pengertian berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku, antara lain:4 

a. Pengertian Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak 

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU Perlindungan Anak, Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.5 

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

 Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) UU SPPA, Anak yang berkonflik 

dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah 

berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana.6 

 
3 Arif Gosita, 2004, Masalah perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 28. 
4 Ibid.  
5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606). 
6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127). 
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c. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak 

 Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Kesejahteraan Anak, Anak 

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 

pernah kawin.7 

d. Pengertian Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Pidana 

 Berdasarkan Pasal 45 KUHP, dikatakan anak apabila belum 

berusia 16 tahun, Pada Pasal ini berkaitan dengan prosedur 

penuntutan bagi anak yang belum berusia 16 tahun maka akan 

dikembalikan kepada orang tua atau walinya.8 

Pengertian anak dan penjelasan usia anak di atas, memang 

sepantasnya pada usia belasan tahun tersebut (Remaja) anak akan menggali 

dan mencari potensi jati diri mereka, namun ada kalanya anak akan 

mengalami suatu kondisi yang sulit untuk diarahkan dan mudah terpengaruh 

oleh lingkungan sekitar, sehingga anak bisa melakukan perbuatan 

melanggar hukum. Anak yang melanggar hukum dapat juga dikenal dengan 

anak yang berkonflik dengan hukum. 

Jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum memang tak ada 

habisnya, KPAI menyebutkan dari sepuluh klaster pengaduan, kasus ABH 

merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan dan menempati posisi 

 
7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara 

Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143). 
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127). 
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tertinggi dari tahun 2016-2020 yaitu berjumlah 6.500 kasus, yang dapat 

dilihat pada tabel berikut:9 

Tabel I 

Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Data Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Pada Tahun 2016-2020 

No Jenis Kasus Pengaduan Jumlah 

1 Sosial dan Anak dalam situasi darurat 1.243 

2 Keluarga dan Pengasuhan alternatif 4.946 

3 Agama dan Budaya 1.080 

4 Hak Sipil dan Partisipasi 649 

5 Kesehatan dan Napza 1.486 

6 Pendidikan 3.194 

7 Pornografi dan Cyber Crime 3.178 

8 Anak Berhadapan Hukum 6.500 

9 Trafficking dan Eksploitasi 1.409 

10 Kasus Perlindungan Anak Lainnya 1.289 
Sumber: Kpai.go.id, Tahun 2022 

Tabel di atas merupakan data kasus pengaduan anak berdasarkan 

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pada Tahun 2016-2020 dengan 

kasus tertinggi yaitu Anak Berhadapan Hukum dengan jumlah 6.500 kasus, 

dan kasus paling terendah yaitu hak sipil dan partisipasi dengan jumlah 649 

kasus. 

Tabel II 

Jumlah Anak Pelaku Pencabulan Berdasarkan Data Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Pada Tahun 2016-2020 

No Tahun Jumlah Anak Pelaku  

1 2016 146 Orang 

2 2017 168 Orang 

3 2018 161 Orang 

4 2019 183 Orang 

5 2020 44 Orang 
Sumber: Kpai.go.id, Tahun 2022 

 
 9 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2021, Data Kasus Pengaduan Anak 2016-

2020, https://bankdata.kpai.go.id/tabulasidata/data kasus pengaduan anak 2016-2020, diakses pada 

2 Agustus 2022 pukul 10.10 WIB. 

https://bankdata.kpai.go.id/tabulasidata/data kasus pengaduan anak 2016
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Tabel di atas merupakan jumlah anak pelaku pencabulan 

Berdasarkan Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pada Tahun 2016-

2020, dengan kasus terbanyak pada tahun 2019 yang berjumlah 183 kasus, 

dan kasus yang paling terendah terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 44 

kasus. Banyaknya jumlah catatan kasus ABH di atas dapat disebabkan oleh 

banyak faktor, salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu, faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor yang berasal dari lingkup keluarga, seperti 

kurangnya kasih sayang orang tua, kesibukan orang tua, dan lain-lain, 

disebut faktor internal. Faktor yang berasal dari interaksi dan lingkungan 

tempat anak berada disebut faktor eksternal. Anak yang berkonflik dengan 

hukum, seringkali hakim akan menjatuhkan hukuman penjara kepada 

pelaku, yang dalam hal ini membuktikan bahwa hakim masih berpegang 

teguh pada aspek yuridis, daripada melindungi hak dan kepentingan anak. 

Menurut Roeslan Saleh, pidana penjara adalah delik utama dari delik 

kehilangan kemerdekaan yang dapat dipidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara sementara10, Sedangkan Menurut Mahrus Ali pidana penjara 

merupakan jenis pidana yang dikenal dengan istilah pidana pencabutan 

kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga 

dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.11 Orang yang dihukum 

dengan pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, baik 

pidana penjara sementara ataupun seumur hidup, itu disebut sebagai 

 
10 Roeslan Saleh, 2003, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: 

Aksara Baru, hlm 52. 
11 Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 196. 
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narapidana. Narapidana dianggap sebagai seseorang yang dijatuhkan 

hukuman sesuai dengan sebuah putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap.12 Narapidana tidak hanya untuk orang dewasa 

namun berlaku juga bagi anak-anak, Banyaknya Kasus Pelanggaran yang 

sering terjadi di kalangan remaja (anak-anak) khususnya di Kota Palembang 

adalah Kekerasan seksual (Pencabulan), dimana korban pelecehan seksual 

ialah anak di bawah umur dan pelaku pelecehan seksual juga anak di bawah 

umur. Sesuai data yang didapatkan melalui Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas I Palembang menyebutkan ada beberapa anak yang terjerat 

kasus pencabulan, yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel III 

Jumlah Anak Didik Berdasarkan Jenis Pelanggaran di LPKA 

Kelas I Palembang Pada Bulan Oktober Tahun 2022 

No Jenis Pelanggaran Jumlah 

1 Perlindungan Anak (Pencabulan) 51 Orang 

2 Senjata api / senjata tajam  4 Orang 

3 Perampokan 13 Orang 

4 Penggelapan 5 Orang 

5 Penganiayaan 8 Orang 

6 Pencurian 84 Orang 

7 Pembunuhan 15 Orang 

8 Narkotika 81 Orang 

9 Memeras/mengancam 1 Orang 

Jumlah 262 Orang 

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, Tahun 2022 

 
 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara 

Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811). 
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Tabel di atas menjelaskan jumlah anak didik pemasyarakatan 

berdasarkan jenis pelanggaran mulai dari kasus Perlindungan Anak 

(Pencabulan) sebanyak 51 Orang, kasus Senjata api/senjata tajam sebanyak 

4 orang, kasus Perampokan sebanyak 13 orang, kasus penggelapan 

sebanyak 5 orang, kasus penganiayaan sebanyak 8 orang, kasus pencurian 

84 orang, kasus pembunuhan 15 orang, kasus narkotika sebanyak 81 orang, 

dan kasus memeras/mengancam sebanyak 1 orang, dengan total 

keseluruhan berjumlah 262 orang. Narapidana anak dengan kasus terbanyak 

yaitu pencurian dengan jumlah narapidana 84 orang dan kasus terendah 

yaitu memeras/mengancam dengan jumlah narapidana 1 orang. Pelecehan 

seksual atau biasa dikenal dengan pencabulan biasanya terjadi karena 

keinginan yang terlalu tinggi, dan keyakinan yang cukup kuat serta 

pengetahuan yang kurang, membuat anak dapat melakukannya tanpa 

memikirkan hukuman yang akan datang. Jika dilihat dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis mengenai pencabulan yaitu 

antara lain:13 

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan 

 Yaitu seperti memukul, menendang, dengan menggunakan 

tangan atau berbagai senjata, yang membuat seseorang merasa sakit 

karena kekerasan. Menurut Pasal 289 KUHP ancaman hukuman 

maksimal Sembilan tahun. 

 
13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127). 
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b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak 

berdaya  

 Pingsan artinya seseorang yang kehilangan memori atau 

kehilangan kesadaran, misalnya karena minum obat tidur, obat 

penenang, dll. Tidak berdaya artinya seseorang yang tidak ada 

kekuatan sama sekali, orang yang kaki dan tangannya diikat dengan 

tali dan dikunci dalam sebuah ruangan. Menurut pasal 290 KUHP, 

ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.  

c. Perbuatan cabul dengan cara membujuk 

 perbuatan yang dilakukan dengan cara membujuk untuk 

melakukan dengan diri dia sendiri atau dengan orang lain. Menurut 

Pasal 290 KUHP, ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. 

d. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan 

 Perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara tipu daya dan 

kekuasaan yang timbul dari pergaulan. Menurut Pasal 293 KUHP, 

Istilah-istilah di atas dapat dipahami bahwa pencabulan adalah 

tindakan seseorang yang dimotivasi oleh hasrat seksual yang dapat 

membangkitkan hawa nafsu seksual. Pencabulan dapat dikategorikan 

sebagai pelecehan yang melanggar norma kesusilaan, yang kerap kali terjadi 

pada perempuan dewasa maupun anak-anak yang tentunya sangat 

merugikan korbannya.14 Korban dapat mengalami trauma atau rasa malu 

 
 14 Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2014, Pembinaan anak pelaku pencabulan yang 

korbannya anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar), Res Judicata, Vol. 1, No. 2, 

hlm 106, http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1234, diakses pada 2 Agustus 

2022 pukul 13.30 WIB.  
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terhadap keluarga atau masyarakat. Stigma rasa malu yang disertai trauma 

yang dialami korban mungkin juga dialami oleh pelaku pelecehan seksual 

yang mempengaruhi hidupnya hingga kelak ia dewasa. Masyarakat atau 

lingkungan sosial tempat tinggal, secara langsung atau tidak langsung akan 

menghindari anak yang telah diketahui sebagai pelaku pencabulan, perilaku 

seperti ini lumrah terjadi ketika seseorang telah mengetahui sifat buruknya, 

hal tersebut sangat berdampak sekali bagi anak sebagai pelaku 

pencabulan.15 

Dalam hukum positif Indonesia orang yang melakukan tindak 

pidana pencabulan diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) berdasarkan Pasal 289 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Barang 

siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena 

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 

pidana penjara paling lama sembilan tahun”16, sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 

dan 82 yang menyatakan bahwa:17  

Pasal 81  

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00. 

 
15 Ibid, hlm 14. 
16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127). 
17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606). 
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2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 82  

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00. 

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak 

pidana pencabulan tetaplah mereka membutuhkan bantuan bimbingan, 

pemeliharaan khusus, dan perlindungan hukum yang baik. Artinya, ketika 

anak harus dihukum karena kejahatan yang dilakukannya, mereka berhak 

atas pembinaan dan bantuan khusus untuk kepentingan anak, masa depan 

anak, dan Kesehatan mental anak.18  

Salah satu tempat anak untuk mendapatkan penyuluhan kesehatan 

jasmani dan rohani adalah Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan 

adalah tempat pembinaan terhadap narapidana agar nantinya dapat Kembali 

ke masyarakat dengan baik.19 Lembaga Pemasyarakatan yang menangani 

pembinaan Khusus Anak disebut Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak 

 
18 Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, Op.Cit., hlm 22. 
19 Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: 

Rajawali Pers, hlm 153. 
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(LPKA). LPKA ialah sebuah instansi pemerintah yang memiliki tugas 

menjadi teknisi pelaksana guna menampung, merawat dan melakukan 

pembinaan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Pada saat 

ini, di Indonesia mempunyai 33 LPKA yang tersebar luas dengan tujuan 

menjalankan pembinaan khusus yang diberikan terhadap anak-anak yang 

melanggar hukum.20 Salah satu LPKA di Indonesia terdapat di Sumatera 

Selatan Kota Palembang, yaitu LPKA Kelas I Palembang. LPKA Kelas I 

Palembang ini memiliki 500 kapasitas ideal.  

Di Lembaga tersebut anak akan dididik dan dibina untuk 

memperoleh jati dirinya, sehingga nantinya mampu menghadapi masa 

depan yang baik, mandiri, serta bertanggung jawab. LPKA memiliki fungsi 

sebagai “melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, 

memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan prasarana, mengelola 

hasil kerja, melaksanakan hubungan sosial kerohanian, melaksanakan 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan Melakukan urusan tata usaha 

dan rumah tangga”.21 

LPKA Kelas I Palembang selain menyediakan fasilitas Pendidikan 

juga menyediakan fasilitas sarana dan prasarana rekreasi olahraga dan 

hiburan. Sarana rekreasi olahraga seperti, lapangan basket, voli futsal, catur, 

 
20 Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak, 2018, Daftar Lembaga 

Perlindungan Khusus Anak, https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/anak-beradapan-dengan-hukum/, 

diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 14.25 WIB. 
21 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2017, Tugas pokok dan fungsi 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/

profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto, diakses pada 4 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB. 
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barber, jogging track, dan peralatan cabang atletik lainnya. Sarana hiburan 

seperti, menyediakan band untuk mengasah bakat dalam bermusik sehingga 

mereka dapat mengembangkan bakat mereka dengan memainkan alat musik 

atau bernyanyi (menjadi penyanyi). LPKA juga menyediakan kegiatan 

pramuka yang bertujuan untuk membina generasi muda untuk 

memaksimalkan setiap potensi, baik itu intelektual, spiritual, sosial dan 

fisik, sehingga nilai-nilai ini akan berguna saat bersosialisasi nanti.22  

Di LPKA Kelas I Palembang ini terdapat 2 (dua) bentuk program 

pembinaan yang sesuai dengan PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:23 

1. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang lebih mengarahkan 

kepada perbaikan kesehatan mental, watak, kepribadian, dan budi 

pekerti, agar menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi pribadi 

memiliki sopan santun dalam bersikap dan bertutur kata dan mampu 

bertanggung-jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.  

2. Pembinaan kemandirian yaitu pembinaan narapidana dalam 

keterampilan dan pelatihan kerja dengan tujuan membekali 

narapidana dengan keterampilan yang memadai agar mampu 

bersaing di pasar kerja dan mampu hidup mandiri setelah 

 
22 Wahyu Ernaningsih dkk, 2017, Implementasi rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku 

tindak pidana pada Lembaga Pembinaan anak di Provinsi Sumatera, Simbur Cahaya, Vol. 14, No. 

3, hlm 497 – 498, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/81, diakses pada 

4 Agustus 2022 pukul 17.04 WIB. 
23  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2021, Program Pembinaan 

LPKA Kelas I Palembang, http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/informasi-publik/program-

pembinaan/pembinaan-kepribadian, diakses pada 16 Agustus 2022 Pukul 23.06 WIB. 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/81
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dibebaskan, yang sangat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, 

masyarakat, bangsa. dan negara.   

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dari 

itu penulis ingin meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah 

(skripsi) dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP 

KESEHATAN MENTAL BAGI ANAK BINAAN PELAKU TINDAK 

PIDANA PENCABULAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS 

ANAK KELAS I PALEMBANG”. 

B. Rumusan Masalah 
 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh 

beberapa permasalahan, Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi 

anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas I Palembang? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pembinaan terhadap Kesehatan 

mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui implementasi pembinaan terhadap Kesehatan mental 

bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Pembinaan 

terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana 

pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis  

a. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat 

khususnya di dunia Pendidikan Ilmu Hukum dalam Kawasan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik 

sebagai bahan bacaan lebih lanjut dan lebih mendalam dan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pembaca dalam menyelesaikan 

karya tulis ilmiah. 

2. Manfaat secara Praktis  

a. Bagi mahasiswa, melalui penelitian ini mahasiswa diharapkan dapat 

membandingkan pengetahuan yang diperoleh secara teori dengan 

pengetahuan yang diperoleh secara langsung di lapangan. 

b. Bagi masyarakat, dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan informasikan yang lebih kepada masyarakat 

tentang hasil penelitian ini. 
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E. Ruang Lingkup 

 Agar penelitian ini terus mengarah pada permasalahan, maka perlu 

dilakukan pembatasan permasalahan agar tidak menimbulkan kebingungan 

dengan melenceng dari apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. skripsi ini 

hanya membahas bagaimana pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi 

anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas I Palembang dan faktor apa saja yang mempengaruhi 

Pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak 

pidana pencabulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 

Palembang. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Rehabilitasi 

 

Teori rehabilitasi ini selaras pada pola pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan yang menempatkan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki pola perilaku yang baik 

di masyarakat melalui norma-norma yang berlaku di masyarakat24 

Sifat dan fungsi UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 

sangat penting bagi perlindungan dan sosialisasi narapidana, karena 

pada sebelumnya narapidana hanya dianggap sebagai sampah 

masyarakat, namun dengan adanya lembaga pemasyarakatan 

narapidana dapat kembali menjadi orang yang berguna bagi tanah air 

 
24 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, 2017, Sejarah Pemasyarakatan, 

http://lapaspalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan, diakses pada 6 Agustus 

2022 pukul 20.30 WIB. 

http://lapaspalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan
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dan negara serta diharapkan berperan aktif dan produktif dalam 

mengembangkan diri mereka sendiri. Adapun 10 (sepuluh) prinsip 

pemasyarakatan yang digunakan Lembaga pemasyarakatan untuk 

pencapaian tujuan pembinaan. Sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan 

tersebut meliputi:25 

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan 

peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang 

pembalasan. 

3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat; 

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau 

lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. 

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para 

narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak 

boleh bersifat sekedar pengisi waktu. 

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan 

anak didik adalah berdasarkan Pancasila. 

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar 

mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya 

adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian 

dibina/dibimbing ke jalan yang benar. 

 
25 Ibid. 
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9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi 

kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu. 

10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik 

maka disediakan sarana yang diperlukan. 

2. Teori Perlindungan Anak 

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai seluruh usaha yang 

digunakan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak 

korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, untuk menjamin 

kelangsungan hidup perkembangannya secara berkelanjutan, alamiah, 

lahir dan batin, dan masyarakat.26 Cakupan perlindungan anak sangat 

luas bukan hanya mengenai hak dan kepentingan yang menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan yang normal secara fisik, mental dan 

sosial, tetapi juga menyangkut generasi muda.  

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa “Perlindungan Anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.27  

 
26 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm 34. 
27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606). 
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Penyelenggaraan perlindungan anak menurut Pasal 2 UU No.23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, dilaksanakan 

berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi 

Hak-Hak Anak yang meliputi:28  

a. Prinsip non diskriminasi.  

b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. 

c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkemban

gan, dan 

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. 

Tujuan adanya perlindungan anak ini adalah untuk melindungi 

dari kekerasan dan diskriminasi secara bermutu, serta memastikan 

terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi melalui cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan fitrah dan 

harkat martabatnya. 

3. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Pada hakekatnya merupakan komponen perlindungan masyarak

at (social defense) dan kesejahteraan sosial. Tujuan akhir dari politik 

kriminal adalah berusaha untuk melindungi masyarakat dengan 

menanggulangi kejahatan. Adapun beberapa istilah yang digunakan 

untuk mencapai tujuan utama yaitu: 29 

 
28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235). 

 29 Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Di Indonesia dan Instrumen Internasional 

Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 39. 
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a. Happiness of the citizen: kebahagiaan warga masyarakat 

b. a wholesome and cultural living: kehidupan budaya yang sehat 

dan menyegarkan 

c. social welfare: kesejahteraan masyarakat  

d. equality: mencapai "keseimbangan" 

Dalam melakukan Pencegahan dan cara mengatasi kejahatan 

harus mendukung pencapaian perlindungan masyarakat agar tercipta 

kesejahteraan sosial dari dua cara. Saat ini, penegak hukum, pemerintah, 

masyarakat dan pihak lain semua terlibat dalam upaya penanggulangan 

kejahatan. Dalam Penanggulangan kejahatan memiliki tiga cara yaitu:30 

a. Pre-emtif 

 Pre-emtif merupakan upaya tahap awal yang dilakukan 

pihak kepolisian sebagai pencegahan terjadinya suatu kejahatan. 

Upaya pencegahan kejahatan terlebih dahulu harus menanamkan 

nilai yang baik kepada masyarakat. Kalaupun ada kesempatan 

untuk melakukan kejahatan/pidana tetapi tidak ada niatan untuk 

melakukannya, tidak akan terjadi kejahatan. Oleh karena itu, 

upaya pencegahan, faktor niat hilang walau adanya kesempatan. 

b. Reventif 

 Preventif sama halnya dengan pre-emtif yaitu melakukan 

pencegahan sebelum kejahatan terjadi, akan tetapi fokusnya lebih 

kepada penghapusan peluang kejahatan. 

 
 30 Andi Syamsu Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makasar: Pustaka Refleksi, hlm 79. 
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c. Represif 

 Represif merupakan upaya yang digunakan untuk mengatasi 

suatu kejahatan yang telah terjadi. Melakukan tindakan represif, 

menindak pelaku berdasarkan perbuatannya dan mengoreksinya 

kembali, menyadarkan mereka bahwa perbuatannya melanggar 

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi 

lagi mengingat sanksi berat yang mereka tanggung. Sanksi disini 

dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya. 

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan cara atau Langkah-langkah yang 

seharusnya dilakukan dalam penelitian, untuk itu penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu adalah jenis 

penelitian Yuridis Empiris, yang artinya penelitian atau kajian hukum 

yang memandang hukum sebagai kenyataan, menyangkut kenyataan 

sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tipe Penelitian empiris ini yaitu 

meliputi kajian atau analisis hukum yang merekam fenomena hukum 

dengan keadaan aslinya. Dimana data yang akan dipakai adalah Data 

Primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara atau dapat melalui survey lapangan yang berkaitan pada 

objek kajian yang menjadi tujuan penelitian.31 

 
31 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 23. 
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2. Pendekatan Penelitian  

 

 Pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian skripsi ini 

yaitu:32 

a. Pendekatan Sosiologi  

 Pendekatan Sosiologi merupakan suatu metode untuk 

mengidentifikasi penemuan bahan non-hukum untuk tujuan 

penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum di dalam 

masyarakat yang berfungsi sebagai bahan penunjang. 

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang yang berkaitan 

dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti. 

3. Jenis dan Sumber Data  

 

a. Jenis Data  

 Jenis Data yang digunakan yaitu data Primer, yang digunakan 

untuk menjawab bagaimana pembinaan Kesehatan mental terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam praktek 

dilapangan, khususnya di LPKA Kota Palembang. 

b. Sumber data  

Sumber data pada penelitian ini menggunakan Data Primer 

dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut: 

 
32 Ibid.  
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1) Data Primer  

 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui 

penelitian lapangan (Empiris). 

2) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan, meliputi tulisan ilmiah, sumber kepustakaan, dan 

berbagai sumber tertulis lainnya.33 Data Sekunder terdiri dari:  

a) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235). 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5606). 

5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332). 

 
33 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Pres, hlm 51.   
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6. Undang–Undang Nomor Undang-undang No 4 Tahun 

1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara 

Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3143). 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811). 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842) 

9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (Berita Negara Tahun 2015, Nomor 1148). 

b) Bahan Hukum Sekunder  

 Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penafsiran terhadap bahan hukum tingkat pertama, dan 

bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut.:  

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.  

2. Artikel jurnal hukum. 

3. Skripsi, tesis serta disertasi hukum.  
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4. Karya Ilmiah yang berkaitan pada penelitian ini.  

c) Bahan Hukum Tersier  

 Bahan Hukum Tersier merupakan pelengkap pada 

penelitian ini, yang berkaitan dengan permasalahan skripsi 

ini, seperti kamus hukum bahasa Indonesia, ensiklopedia, 

media cetak, dan literatur hukum.34 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Wawancara  

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui 

hubungan pribadi atau kotak antara pengumpul data (pewawancara) 

dan sumber data (informan).35 

b. Studi Kepustakaan  

 Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

(Library Research) dan bersumber pada peraturan perundang-

undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen resmi.   

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas I Palembang, beralamatkan di Jl. Inspektur Marzuki, Siring 

Agung, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang. 

 

 

 
 34 Ibid.  

35 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm 27. 
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6. Populasi dan Sampel 

 

a. Populasi adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 

Palembang  

b. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili 

populasi atau menjadi subjek penelitian. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling36, yaitu 

berdasarkan pertimbangan responden atau pengetahuan atau 

penguasaan responden terhadap masalah yang bersangkutan, 

sehingga apa yang menjadi tujuan penulis untuk memperoleh 

jawaban atas permasalahan skripsi tersebut dapat diraih. Jadi 

sebagai sampel responden adalah: 

1. Kepala seksi pembinaan di LPKA Kelas I Palembang. 

2. 4 Petugas LPKA Kelas I Palembang (Petugas Pembinaan, 

Petugas Wasgakin, Petugas Kesehatan, dan petugas Urusan 

Perlengkapan) 

3. Anak binaan sebagai pelaku (3 orang) di LPKA Kelas I 

Palembang. 

7. Analisis Data 

 

 Analisis data yang termuat dalam penelitian ini ialah analisis 

secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan disajikan dalam bentuk 

deskripsi yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai 

 
36 Ibid.  
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jenis data.37 Selain itu, semua data diseleksi dan diolah, dilanjutkan 

dengan analisis deskriptif, sehingga dapat mendeskripsikan, 

mengungkap, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

diteliti. 

8. Penarikan Kesimpulan 

 

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan dengan cara 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu menarik 

kesimpulan hasil penelitian lapangan atau beberapa fakta atau data yang 

berasal dari pengalaman empiris. Data dan fakta yang diperoleh dari 

pengamatan empiris tersebut disusun, dipelajari, dan diolah untuk 

memperoleh maknanya dalam bentuk pernyataan umum atau 

kesimpulan, sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang disusun 

dalam bentuk skripsi.38

 
 37 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm 250. 

 38 Peter Mahmud Marzuki, 2002, Penelitian Hukum (Edisi Kesatu), Jakarta: Kencana, hlm. 

202. 
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